BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 048\ /10p o\ ¢0%

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI/PENAKSIR BARANG MILIK DAERAH

YANG DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

C.

KABUPATEN SUKOHARJO
BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka memperoleh harga wajar
Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo yang
dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten
Sukoharjo, perlu membentuk Panitia Penilai/Penaksir
Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo yang
dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten
Sukoharjo;

. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
028.1.05/720/2013 tentang Pembentukan Panitia
Penilai/Penaksir Barang Milik Daerah Kabupaten
Sukoharjo perlu diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinst Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 204 3);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan = Tanggangjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679Y);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 457 8);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 14235j);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Penerapan Standar  Akutansi
Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 518).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Paniitia Penilai/Penaksir Barang Milik
Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dihapus dari
Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan Tanggung jawab Panitia sebagaimana
dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan penilaian/penaksiran atas barang
milik daerah yang dihapus dari daftar barang milk
daerah  Kabupaten  Sukoharjo sesuar dengan
ketentuan yang berlaku;

b. membuat berita acara penilaian/penaksiran barang
milik daerah; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung
jawab kepada Bupati Sukoharjo.

Semua biaya yvang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor 028.1.05/720/2013 tentang
Pembentukan Panitia Penilai/Penaksir Barang Milhk
Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal \§ Aynl S0B

UPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini
disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
d1 Sukoharjo;

4. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo yang terkait.




SUSUNAN PANITIA PENILAI/ P

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor

Tanggal

TNAKSIR BARANG MILIK DAERAH YANG

DIHAPUS DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

| NO

JABATAN

Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

KEDUDUKAN KETERANGAN
L DALAM PANITIA

1 2 3 4

1 261;1‘6}&31’%8 Daearah Kabupaten Pengarah Mengarahkan
HROHALJO- pelaksanaan Kegiatan

5 Asisten Administrasi Umum Ketua Bertanggung jawab

" | Sekretaris Daerah Kabupaten terhadap pelaksanaan

Sukoharjo. keglatan

3. Kepala Badan Keuangan Wakil Ketua Membantu tugas-tugas
Daerah Kabupaten Sukoharjo. K

ctua

4. Kepala Bidang Aset Daerah Sekretaris Bertanggung jawab  d1
pada Badan Keuangan Daerah bidang kesekretariatan
Kabupaten Sukoharjo.

5 Sekretaris Badan Keuangan‘ Bertanggung jawab sesuai
Daerah Kabupaten Sukoharjo. Anggota bidang tugasnya
Kepala Bagian Hukum : :

0. . B
Sekretariat Daerah Kabupaten Anggota biﬁ’;‘;ingtiuziia:ab SesHAl
Sukoharijo. 5 tHEasIy

7 Kepala Bidang Akutansi dan Bertanggung jawab sesuai
Pelaporan pada Badan Anggota bidang tugasnya
Keuangan Daerah Kabupaten Y
Sukoharjo.

Q Kepala Sub Bagian Umum dan Bertanggung jawab sesuai
Kepegawaian pada Sekretarat Anggota hidane tugasnva
[nspektorat Kabupaten & LHSASIY
Sukoharjo.

Kepala Sub Bidang . .

9.

Penatausahaan Aset Daerah Anggota Ef;;ingtiuzi 111 aw:ab SESHAT
pada Bidang Aset Daerah & HHEASIY

Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Sukoharjo.

10 Kepala Sub Bidang Perubahan Bertanggung jawab sesuai
Status Hukum dan Anggota hidane tueasnva
Pengamanan Aset Daerah 5 HHBASY
pada Bidang Aset Daerah

NG




2

4

11,

Kepala Sub Bidang
Pendayagunaan dan
Pemanfaatan Aset Daerah pada
Bidang Aset Daerah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten

- Sukoharjo.

Anggota

Bertanggung jawab sesual
bidang tugasnya

12,

Haryanto,S.Sos,M.S1.MH.

NIP. 19671104 199503 2 003.
Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Anggota

Bertanggung jawab sesual
bidang tugasnya

13.

Endro Hadi Wiyono, 5.508.
NIP. 19680317 199803 1 001
Fungsional Umum pada Badan

 Keuangan Daerah Kabupaten

Sukoharjo.

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

14.

pram—

Eko Sulistyo.
NIP. 19790529 200901 1 003

| Fungsional Umum pada Badan

Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Anggota

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

15.

Untung Raharjo.

' NIP. 19700617 200701 1 015

Fungsional Umum pada Badan
Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

Anggota

Bertanggung jawab sesual
bidang tugasnya

- 16.

1 (satu) orang unsur yang
membidangi pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sukoharjo

Anggota tidak tetap

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

17.

1 (satu) orang unsur yang
membidangi pada Dinas
Perhubungan Kabupaten
Sukoharjo

Anggota tidak tetap

Bertanggung jawab sesuai
bidang tugasnya

UPATI SUKOHARJO,

\._..n.___..__)\

WARDOYO WIJAYA




